[ SALINAN ]

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 21
TAHUN 2022 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan administrasi piutang
dan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, agar pemberian
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
dan/ atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan terlaksana secara efektif
untuk memaksimalkan dan meningkatkan
pendapatan asli daerah, perlu penyesuaian dan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Berupa Bunga dan/ atau Denda Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf
a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
dan/ atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2574);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018



tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020
Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 21
TAHUN 2022 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun
2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau
Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda PBB-
P2 diberikan terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran
pajak terutang.

(2) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda PBB-
P2 terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini
sampai tanggal 31 Desember 2023.

(3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah tanggal 31
Desember 2023, maka sanksi administratif tetap berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran terhitung sejak
tanggal 1 Februari 2023 hingga diundangkannya peraturan bupati ini,
tetap dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Percepatan Penyelesaian Piutang;



b. Kepentingan Daerah dalam rangka :

1. Hari Kemerdekaan Nasional; dan/atau
2. Hari Lahir Daerah.

c. Bencana alam/bencana non alam atau sebutan lainnya yang dapat
menyebabkan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar pajak;
dan/atau

d. Kebijjakan Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan
kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 8




